BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 110 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENETAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

Menimbang

Mengingat

. a.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT AGRO TECHNO PARK

BUPATI NGAWI,

bahwa untuk menentukan status Agro Techno Park menjadi
Badan Layanan Umum Daerah, perlu dibentuk Tim Penilai
Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah UPT Agro Techno Park, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Tim Penilai Penetapan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
UPT Agro Techno Park.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013
tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang
Baik;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN:

: Membentuk Tim Penilai Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah UPT Agro Techno Park, dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

: Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas meneliti dan menilai usulan penerapan,
peningkatan, penurunan dan pencabutan status Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
UPT Agro Techno Park.

: Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, disampaikan kepada Bupati sebagai bahan
pertimbangan penetapan penerapan, peningkatan, penurunan
dan/atau pencabutan status Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah UPT Agro Techno Park.

Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ngawi.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 feeian 2022

BUPATI NGAWI,
ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/120/404.101.2/B/2022
TANGGAL : 24 fectuan 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PENETAPAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UPT AGRO TECHNO PARK

No | Kedudukan dalam Jabatan dalam Dinas/Instansi
Tim
1 2 3
1. | Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2. | Sekretaris Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
3. | Anggota: a. Inspektur Kabupaten Ngawi

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ngawi

c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi

d. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ngawi

e. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda
Kabupaten Ngawi

f. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,
ttd

ONY ANWAR HARSONO




